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RAN CAN GAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARA T 
NOMOR ...... TAHUN ...... . 

'FENTANG 

JAMINAN KESEHATAN DAERAH 
( JAJ~KESDA ) 

DEN GAN RAHMA TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PRO NSI SUMATERA BARAT, 

Menimbang 

Mengingat 

a. orang berhak mendapatkan pelayanan 

kesehatan d jaminan sosial untuk dapat mengembangkan 

dirinya secarla utuh sebagai manusia yang bermartabat, 

sejahtera, adi_ll dan makmur ; 

b. bahwa un~ mewujudkan masyarakat yang sehat dan 

meningkatk derajat kesehatan perlu dilakukan upaya 

jaminan dilakukan secara koprehensif, 

c. bahwa guna erselenggaranya transparansi dan akuntabilitas 

terhadap pen elolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat perlu 
• 

diatur dalam uatu Sistem Jaminan Kesehatan ( Jarnkesda); 

d. bahwa berda arkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf , huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

tentang Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda ). 

1. Undang-Und g Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

aerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Riau, menjadi Undang- Undang (Lembaran 

1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah 

1979; 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor ); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembarain Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Neg Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No-

mor 3 Tahun 20 5 yang telah ditetapkan dengan Un-

dang-Undang No or 8 Tahun 2005, terakhir dengan Un-
' 

dang-Undang Nofoor 12 Tahun 2008; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara! Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
I 

(Lembaran Neg· a Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negar 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial asional (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 150, Tam ahan Lembaran Negara Nomor 4436); 
\ 

7. Undang-Undang omor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negar RI Tahun 2009 Nomor 144); 

8. Peraturan Peme 'ntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keu gan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 

Nomor 140, Tam ahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 

9. Peraturan Pemer ntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Uru an Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Dae ah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota; 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan J>eraturan Menteri dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERW AJPLAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! $UMATERA BARAT 

DAN 

GUBERNUR PRO t NSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN I DAERAH TENTANG 

KESEHAT AN D1\ERAH (JAMKESDA) 

! BABI 

KETE TUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang d · aksud dengan : 

1. 

JAMINAN 

2. Pemerintah Daerah 8;dalali Gu emur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daer 

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupat ota di Provinsi Sumatera Barat. 

4. Gubemur adalah Gubemur Suma era Barat. 

5. Bupati/Walikota adalah Kepala aerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Barat. 

6. Dinas Kesehatan Provinsi 

Kesehatan di Provinsi. 

Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang 

7. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kot adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang 

Kesehatan di Kabupaten/Kota. 

8. Jaminan Kesehatan adalah suatu istem yang memungkinkan seseorang terbebas 

dari beban biaya berobat yang relatif mahal yang menyebabkan gangguan 

pemenuhan kebutuhan dasar hidu . 



9. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah. adalah setiap orang atau dan/ atau anggota 

keluarganya yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah 

daerah. 

10. Masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin yang belum memiliki 

jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah. 

11. Kelompok informal adalah pekerja sektor informal non miskin yang belum 

memiliki jaminan kesehatan. 

12. Pembiayaan kesehatan adalah upaya menghimpun berbagai kegiatan 

penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara 

terpadu dan saling mendukun$ dalam rangka mendukung pembangunan 

kesehatan guna mencapai derajat. esehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 

13. Upaya kesehatan perorangan ada ah setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah 

dan atau masyarakat serta s sta untuk memelihara dan meningkatkan 

kesehatan perorangan, menceg dan menyembuhkan penyakit setiap orang, 

serta memulihkan kesehatan per rar1gan, baik tingkat dasar, tingkat lanjutan 

maupun tingkat unggulan. 

14. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan\Masyarakat selanjutnya disebut JPKM adalah 

cara penyelenggaraan pemelihar kesehatan yang paripurna berdasarkan asas 

usaha bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dengan mutu yang 

terjamin serta pembiayaan yang d laksanakan secara pra-upaya. 

15. Paket Pemeliharaan Kesehatan dalah kumpulan pelayanan kesehatan yang 

diselenggarakan oleh Badan Pen elenggara untuk kepentingan peserta dalam 

rangka melindungi dan meningka an derajat kesehatan. 

16. Badan Penyelenggar~ badan yang berbadan hukum yang 

menyelenggarakan program JPK 

17. Pemberi Pelayanan Kesehatan y g selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi 

pelayanan kesehatan mulai dari p layanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan 

tingkat lanjutan, di Pusat kesehat Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya, 

Dokter keluarga, Rumah Sakit mi ik Pemerintah daerah dan Rumah Sakit milik 

Pemerintah serta Rumah Sakit sw sta. 

18. Sumber dana lain yang tidak m ngikat adalah sumber dana dari organisasi 

profesi, organisasi masyarakat, Le baga Swadaya Masyarakat (LSM). 

19. Kartu Jaminan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Kartu Jaminan 

Kesehatan adalah tanda bukti sah/ dentitas yang diberikan kepada setiap peserta 

dan anggota keluarganya atas h untuk memperoleh pelayanan kesehatan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 



20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, 

pemberi kerja dan/atau pemerintah daerah. 

21. Dokter Keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan 

yang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya 

memandang penderita sebagai iridividu yang sakit tetapi sebagai bagian dari 

unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif 

mengunjungi penderita atau keluatganya. 

22. Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh 

memusatkan pelayanannya kepad~i keluarga sebagai suatu unit, tanggung jawab 

dokter terhadap pelayanan tidak d~batasi oleh golongan umur atau jenis kelamin 

pasien, juga tidak oleh organ tub ataujenis penyakit tertentu saja. 

23. Praktek Dokter Keluarga Mandir· (PDKM) adalah pelayanan dokter keluarga 

sebagai sistim upaya kesehatan pe orangan tingkat pertama. 

24. Pelayanan Kesehatan adalah pe ayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum 

Daerah, Rum.ah Sakit Khusus, r Sakit Jiwa dan Balai Kesehatan, serta 
I 

Rum.ah Sakit Umum Swasta, Pus~esmas dan jaringannya. 

25. Pelayanan Rujukan adalah pelayapan kesehatan tingkat lanjut yang berasal dari 

Poskesdes, puskesmas pembantul ke Puskesmas, atau antar Puskesmas, dari 
I 

Puskesmas ke Rum.ah Sakit atau s~ana penunjang medis lainnya. 

26. Rum.ah Sakit Umum yang selanju nya dapat disingkat RSU adalah Rum.ah Sakit 

yang memberikan pelayanan kes hatan kepada masyarakat untuk semua jenis 

penyakit, dari yang bersifat dasar ampai dengan sub spesialistik dan pelayanan 

lain yang ada kaitannya dengan pe yakit. 

27. Rum.ah Sakit Umum l)aerah y g selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah . 
Rumah Sakit Umum Daerah y g dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah 

Provinsi Sumatera Barat maupun emerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

28. Rum.ah Sakit Swasta selanjutnya · sebut RS Swasta adalah Rum.ah Sakit Swasta 

yang memberikan pelayanan kes hatan kepada masyarakat untuk semua jenis 

penyakit, dari yang bersifat dasar ampai dengan sub spesialistik dan pelayanan 

lain yang ada kaitannya dengan penyakit, yang dimiliki dan dikelola oleh 

swasta. 

29. Rum.ah Sakit Khusus adalah R ah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat un k jenis penyakit tertentu atau berdasarkan 

disiplin ilmu tertentu. 



30. Rumah Sak.it Jiwa adalah mmah sakit yang menyelenggarakan dan 

melaksanakan pelayanan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitas dibidang 

kesehatanjiwa termasuk unit pelayanan ketergantungan obat. 

31. Balai Kesehatan adalah Balai Laboratorium Kesehatan, Balai Pengobatan dan 

Pencegahan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat. 

BAB II 

ASAS, TUJUiAN DAN MANFAA T 

Bagian Kesatu 

Asas Dan Tujuan 

1
Pasal 2 

(I) Jaminan Kesehatan Daerah bera..l kan: 

a. Kemanusiaan; I 
b. Manfaat; ' 
c. Keadilan sosial. 

(2) Jaminan Kesehatan Daerah bertujfan untuk: 

a. Menjamin terselenggaranya pefayanan kesehatan kepada masyarakat; 

b. Menjamin terselenggaranya p rlindungan kepada masyarakat untuk meme­

nuhi kebutuhan dasar keseha 

anfaat 

Pasal3 

Manfaat Jaminan Kesehatan Daerah tuk : 

a. Mendorong masyarakat untuk me peroleh pemeliharaan kesehatan. 

b. Mendorong peningkatan kuali as kesehatan masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kualitas hidup mas arakat. 

c. Fasilitas yang belum tersedia pada rumah sakit pemerintah/pemerintah 

daerah/swasta harus memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik 

peserta. 

d. Dalam keadaan darurat, pelayan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat 

diberikan pada fasilitas keseha yang tidak menjalin kerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Pemelih 



e. Dalani hal daerah yang belum menyediakan fasilitas kesehatan yang memenuhi 

syarat guna memenuhi kebutuhan medik peserta, Badan Penyelenggara Janiinan 

Kesehatan Daerah wajib memberikan kompensasi. 

f. Dalani hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas 

pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. 

BABIII 

JAMINAN PEMELIHAJµAN KESEHATAN DAERAH 
! 

(JAMKESDA) 

Ba~ian Kesatu 

asal 4 

(1) Setiap orang atau kelompok nformal dapat menjadi peserta Janiinan 

Pemeliharaan Kesehatan Daerah qamkesda). 
I 

(2) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari peserta penerima bantuan 

iuran dan peserta mandiri. 

asal 5 

(1) Kepesertaan dilakukan melalui pendaftaran sebagai peserta pada Badan 

Penyelenggara Janiinap. P~meli aan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada 

masing-masing daerah Kabupate ota. 

(2) Peserta yang terdaftar lebih dari satu Badan Penyelenggara Jamkesda harus 

melaporkannya pada Badan Peny lenggara Jamkesda yang bersangkutan untuk 

dilakukan koordinasi pemantauan aket pemeliharaan kesehatannya. 

(3) Kepesertaan dimulai pada saat kes pakatan ditandatangani. 

( 4) Kepesertaan melalui kelompok d lakukan oleh koordinator kelompok dengan 

mencantumkan daftar anggota kel mpok. 

(5) Badan Penyelenggara Jamkesd dapat melakukan perluasan kepesertaan 

sehingga pembinaan dan pengaw an dalani penyelenggaraan prograni JPKM 

mempunyai cakupan yang lebih lu 

( 6) Kepesertaan secara perorangan d pat dilakukan setiap saat pada Badan Penye­

lenggara Jamkesda Kabupaten/Ko a dengan besar beban biaya penyelenggaraan 



pak:et pemeliharaan kesehatan tidak: boleh melebihi 110% dari biaya terendah 

Pak:et Pemeliharaan Kesehatan Dasar yang diselenggarak:an oleh Badan Penye­

lenggara Jamkesda. 

(7) Perluasan kepesertaan dilak:ukan terhadap kelompok atau perorangan dilak:ukan 

melalui pemasangan iklan. 

(8) Pelak:sanaan iklan sebagaimana dimak:sud dalam ayat (7) tekhnis 

pelak:sanaannya ak:an diatur dalarn. Peraturan Gubemur. 

(1) Hak-hak Peserta : 

Ba'.gian Ketiga. 

Hak dan lKewajiban Peserta 

Pasal 6 

a. Setiap peserta yang telah erdaftar sebagai peserta Jamkesda berhak: 

mendapatkankan Kartu Jamin
1
an Kesehatan. 

b. Peserta berhak: mengajukan i keluhan dan memperoleh penyelesaian atas 

keluhan yang diajukan bai~ yang menyangkut pelayanan oleh Badan 

Penyelenggara ( Bapel) Jan+-esda maupun Pemberi Pelayanan Kesehatan 

(PPK); 

c. Peserta Jaminan Pemelihara Kesehatan Daerah yang telah membayar 

iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah, berhak: menerima 

manfaat jaminan Kesehatan; 

d. Peserta berhak: untuk me peroleh pelayanan kesehatan dalam pak:et 

pemeliharaan kesep.atalil das dan pak:et pemeliharaan kesehatan tambahan . 
sesuai dengan kesepak:atan. 

(2) Kewajiban Peserta: 

a. Setiap peserta wajib membay iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

jumlah nominal yang telah di 

b. Kewajiban membayar iur penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan 

sebagaimana dimak:sud dal huruf a dilak:ukan setiap bulan atau untuk 

jangka wak:tu tertentu ( Triwu an, Semester atau Tahunan) 

c. Besamya iuran ditetapkan erdasarkan pelayanan yang diberikan dan 

ditetapkan untuk setiap je · s program secara berkala sesuai dengan 

perkembangan sosial, ekono i dan kebutuhan dasar hidup yang layak:. 



BABIV 

BADANPENYELENGGARA 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penfelenggaraan Jamkesda 

Pasal 7 

(1) Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hanya dapat 

diselenggarakan oleh Badan Pertyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

yang berbadan hukum. 

(2) Penyelenggaraan program pembH1.yaan dan jaminan Pemeliharaan Daerah harus 

dilakukan secara terpisah dari ' kegiatan lain yang dilakukan oleh Badan 

penyelenggaraan Jaminan Keseh 

(3) Pemisahan sebagaimana dim sud dalam ayat (2) meliputi pemisahan 

organisasi, pengelolaan, tenaga, s ana dan dana. 

(4) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah dapat menyelenggarakan 

paket pemeliharaan kesehatan t~bahan sesuai dengan kemampuan usaha. 

(5) Badan Penyelenggara Jamkesd mengeluarkan Kartu Jaminan Kesehatan 

sebagai tanda bukti sah/identit yang diberikan kepada peserta dan anggota 

keluarganya. 

agian Kedua 

Fungsi adan Penyelenggara 

Pasal 8 

Badan Penyelenggara Jamkesda d am menyelenggarakan Program Pembiayaan 

dan Kesehatan Daerah (Jamkesda) m mpunyai fungsi: 

a. Memberikan informasi bagi pese a dan Pemberi Pelayanan Kesehatan. 

b. Melakukan pemantauan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan Pemberi 

Pelayanan Kesehatan. 

agian Ketiga 

Hak dan Kewajib n Badan Penyelenggara (Bapel). 

Pasal 9 

(1) Badan penyelenggara (Bapel) her ak menerima pembayaran premi sebagaimana 

yang ditetapkan sesuai jumlah serta yang terdaftar dalam program Jaminan 

Kesehatan daerah (Jamkesda) sec a syah. 



(2) Kewajiban Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Tingkat 

Provinsi Sumatera Barat meliputi : 

a. Menyediakan paket pemeliharaan kesehatan dasar yang berisikan kebutuhan 

dasar peserta. 

b. Menyediakan Pelayanan Kesehatan yang jenis dan jumlahnya sesuai 

dengan jumlah dan kebutuhan pelayanan kesehatan peserta dan 

mendapatkan persetujuan dati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera 

Barat. 

c. · Menyelenggarakan paket perrteliharaan kesehatan dasar. 

d. Menyelenggarakan paket peiineliharaan kesehatan tambahan untuk peserta 

yang telah mengikuti paket ptbmeliharaan kesehatan dasar. 

e. Menyelenggarakan program amkesda harus memberi kemudahan bagi 

peserta untuk memperoleh pe eliharaan kesehatan dilakukan dengan cara : 

1. Memberikan kartu identi as bagi setiap peserta yang dapat digunakan 

untuk memperoleh pemel haraan kesehatan 

2. Menyediakan Pemberi P4layanan Kesehatan yang dapat dipilih peserta 

yang memerlukan pelayat}an kesehatan 

3. Memberikan informasi s cara jelas tentang jenis pelayanan yang dapat 

diperoleh peserta untuk p ket pemeliharaan kesehatan. 

4. Memberikan kemudahan bagi peserta untuk memperoleh pemeliharaan 

kesehatan sesuai dengan aket yang disepakati harus dapat menampung 

dan menyelesaikan segal keluhan peserta untuk memperoleh pelayanan 

5. Melaksanakan pembayar kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan harus 

menggunakan prins.ip pra upaya yang berdasarkan sistem kapitasi. 
' 

agian Keempat 

Perolehan Dan Badan Penyelenggara (Bapel). 

Pasal 10 

(1) Badan Penyelenggara Jamkesd dan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara 

bersama harus menyediakan d a cadangan untuk menjamin kelangsungan 

pelayanan kesehatan kepada pese a. 

(2) Dana cadangan sebagaimana di aksud dalam ayat (1) dihimpun dengan cara 

menarik sebagian pembiayaan ka itasi. 

(3) Penarikan/Penyisihan dana se agaimana dimaksud dalam ayat (2) dan 

pemanfaatan harus dicantumkan dalam perjanjian tertulis dan besarnya antara 

15% sampai 45% dari seluruh pe bayaran Badan Penyelenggara kepada PPK. 



( 4) Dana cadangan harus dimanfaatkan untuk kepentingan Pemberi Pelayanan 

Kesehatan, Peserta dan Badan Penyelenggara. 

(5) Pemanfaatan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus 

terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Barat. 

Pasal 11 

(1) Badan Penyelenggara Jamkesda harus mengadakan koordinasi dengan Badan 

Penyelenggara Jamkesda lain mengenai pemanfaatan paket pemeliharaan 

kesehatan bagi peserta yang me1jadi anggota pada lebih dari 1 (satu) program 

JPK.11. I 

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksrdkan dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan 

tegas dalam kontrak sesuai deng'f informasi peserta. 

B~gian Kelima 

tencatatan 

! Pasal 12 

(1) Badan Penyelenggara Jamkesda alam menyelenggarakan program JPK.11 harus 

melakukan pencatatan dan pelap ran. 

(2) Pencatatan sebagaimana dimaks d dalam ayat (1) mencakup: 

a. Pemeliharaan kesehatan. 

b. Pengelolaan keuaQ.gan .• 

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksu dalam ayat ( 1) meliputi : 

a. Laporan bulanan. 

b. Laporan tahunan. 

c. Hasil evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Jamkesda setiap 6 

( enam) bulan. 

d. Rencana perluasan. 

e. Kegiatan lain yang diperluk 

(4) Pencatatan dan pelaporan sebag mana dimaksud dalam ayat (1) harus ditujukan 

pada Kepala Dinas Kesehatan 

ditunjuk sesuai dengan kebutuh 

Sumatera Barat atau pejabat yang 



Bagian Keenam 

Pemelibaraan Kesebatan 

Pasal 13 

(1) Pemeliharaan Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Daerah hanya dapat diberikan oleh Pemberi Pelayanan 

Kesehatan yang dikontrak atau ~elakukan perjanjian kerjasama dengan Badan 

Penyelenggara Jaminan Kesehata.4 Daerah yang ditunjuk. 

(2) Pemberi Pelayanan Kesehatan s~bagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 

telah mengadakan perjanjian kerj~ secara tertulis dengan Badan Penyelenggara 

Jamkesda. 

BABV 

PENGELOL DANA JAMKESDA 

(1) Dana Jamkesda dikelola oleh Bapel Kesehatan secara optimal dengan 

mempertimbangkan aspek ekuita , portabilitas, kehatian-hatian, keamanan dana 

hasil yang memadai. 

(2) Tata cara pengelolaan dan penge bangan dana Jamkesda sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur lebi lanjut dengan Peraturan Gubemur. 

Pemerintah Daerah dapat mel 

terpeliharanya tingkat kesehatan 

Daerah. 

asal 15 

an tindakan khusus guna menJamm 

Penyelenggara Kesehatan 

asal 16 

(1) Badan Penyelenggara keseha Daerah mengelola pembukuan sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku. 

(2) Subsidi silang antar program de gan membayarkan manfaat suatu program 

dari dana program lain yang tid diperkenankan. 

(3) Peserta berhak memperoleh i formasi tentang akumulasi iuran dan hasil 

pengembangannya serta manfaa dari jenis program jaminan kesehatan. 



(4) Badan Penyelenggara Kesehatan daerah wajib memberikan informasi 

akumulasi iuran berikut hasiJ pengembangannya kepada setiap peserta 

jaminan kesehatan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. 

Bagian Kedua 

Pendanaan Badan Penyelanggara 

Pasal 17 

(1) Badan Penyelenggara harus tnenyediakan modal yang jumlahnya paling 

sedikit sama dengan anggaran operasional 1 (satu) tahun pertama 

penyelenggaraan program JPKM. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

' 
Penyediaan modal seperti tersr· but pada ayat (1), harus dinyatakan dengan 

bukti setor. 

Selain modal sebagaimana d' aksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus 

memiliki dana cadangan seban~ak 25% dari anggaran pelayanan kesehatan 1 

(satu) tahun dan harus disesuaitan tiap tahun. 

Dana cadangan sebagaimana ~imaksud dalam ayat (3) harus dalam bentuk 

deposito pada Bank PemerintaJt atas nama Menteri Kesehatan. 

Dana cadangan digunakan a abila Badan Penyelenggara J amkesda tidak 

sanggup lagi menanggulangi k wajiban keuangannya. 

( 6) Sebagian dana yanng bersu her dari sisa usaha harus disisihkan dalam 

bentuk cadangan teknis. 

(7) Cadangan teknis sebagaiman dimaksud dalam ayat ( 6) digunakan untuk 

pengembangan pen~elenigar Program Jamkesda . . 
(8) Untuk menyelenggarakan anya setiap bulan Bapel J amkesda harus 

menyediakan dana untuk pe yelenggaraan program Jamkesda sekurang­

kurangnya 3 (tiga) bulan anggaran pemeliharaan kesehatan, dana 

sebagaimana dimaksud harus apat dibukukan baik dana dalam bentuk uang 

tunai ataupun dana dalam B 

Pemerintah Daerah Provinsi mel 

erjasama 

Pasal 18 

an kerja sama dengan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dalam hal pengan garan biaya pelaksanaan jaminan kesehatan 



masyarakat di daerah dengan komposisi ...... % kontribusi Pemerintah Provinsi dan 

..... % kontribusi Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Bagian Keempat 

Pembayaran Fasilitas Kesehatan 

iPasal 19 

(1) Besarnya pembayaran kepada fas{litas kesehatan untuk setiap daerah ditetapkan 
I 

berdasarkan kesepakatan antara (badan penyelenggara jaminan pemeliharaan 
I 

kesehatan daerah dan asosiasi fasi/litas kesehatan di daerah tersebut. 
I 

(2) Badan Penyelenggara Jaminan pe' eliharaan kesehatan daerah wajib membayar 

fasilitas kesehatan atas pelayan yang diberikan kepada peserta paling lambat 

15 (lima belas) hari sejak permint pembayaran diterima. 

(3) Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah mengembangkan sistem 

pelayanan kesehatan, sistem ken ali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran 

pelayanan kesehatan untuk me~ngkatkan efisiensi dan efektifitas jaminan 

pemeliharaan kesehatan. i 
I 

(4) Besarnya beban biaya pemeliharp.an kesehatan dan pembayaran pada Pemberi 

Pelayanan Kesehatan dilakukan/ berdasarkan perhitungan yang harus dapat 

dikaji ulang. 1 

(5) Penetapan beban biaya rata-rla per peserta oleh Badan Penyelenggara 

Jamkesda hams didasarkan p~~ kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan 

pemeliharaan kesehatan bagi seltlruh pesertanya untukjangka waktu tertentu. 
I 

(6) Pembiayaan bersumbe.r dam APB , APBD Pemerintah Daerah Provinsi, APBD . 
Pemerintah Daerah Kabupaten/K ta, partisipasi masyarakat dan sumber lainnya 

yang sah dan tidak mengikat. 

(7) Alokasi pembiayaan kesehatan d ri dana APBD, pemerintah daerah diupayakan 

setiap tahunnya sesuai kebutuhari yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
I 

Gubemur. I 

Ba · an Kelima 

Juran 

Pasal 20 

(1) Besamya iuran jaminan keseha an daerah yang secara bertahap ditanggung 

bersama oleh pekerja dan pembe i kerja. 



(2) Besarnya iuran jaminan kesehatan daerah untuk peserta yang tidak menerima 

upah ditentukan berdasarkan nominal yang ditinjau secara berkala. 

(3) Besarnya iuran jaminan kesehatan daerah untuk penerima bantuan iuran 

ditentukan berdasarkan nominal yang ditetapkan secara berkala. 

(4) Juran programjaminan kesehatan daerah bagi fakir miskin dan orang yang tidak 

mampu serta tidak masuk kuota pemerintah pusat (Jamkesmas) dibayar oleh 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara 

bertingkat. 

(5) Besamya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 

ditentukan secara berkala. 

ABVI 

PEMBERI PEL YANAN KESEHATAN 

Pemberi Pelay nan Kesehatan (PPK) 

iPasal 21 

(1) Pemberi Pelayanan Kesehatan : 

a. Dokter Keluarga atau Puskes 

b. Rumah Sakit Pememerint aerah kelas III (tiga) dan RS Swasta Sosial 

kelas III (tiga) yang dikontrak Bapel Jamkesda se Sumatera Barat. 

c. Sistim Pelayanan Kedokter Keluarga Daerah bertujuan memberikan 

pelayanan kesehatan dasar S ata I (Pertama) dengan memakai pendekatan 

kedokteran keluarga kepad peserta Jaminan pemeliharaan Kesehatan . 
Daerah dan keluarganya. 

(2) Pelaksanaan pemeliharaan kese atan kepada peserta Jaminan pemeliharaan 

Kesehatan Daerah dan keluar anya dilakukan oleh Pemberi Pelayanan 

Kesehatan yang dikontrak ole Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan 

Daerah di pelayanan strata I oleh dokter keluarga, pelayanan 

kesehatan strata II di rumah s · t pemerintah atau swasta serta pelayanan 

kesehatan strata III di rumah sakit pemerintah atau swasta. 

(3) Dalam keadaan gawat darurat pe erta dapat memperoleh pelayanan kesehatan 

pada setiap Pemberi Pelayanan K sehatan. 

(4) Pemeliharaan Pelayanan Kes hatan dalam penyelenggaraan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Daerah anya dapat diberikan oleh Pemberi Pelayanan 

Kesehatan yang dikonrak Badan enyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah. 



(5) Pemberi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus 

telah mengadakan perjanjian kerja secara tertulis dengan Badan Penyelenggara 

Jamkesda. 

Bagian Kedua 

Jenis pelayanan 

Pasal 22 

Pelayanan kesehatan pada programj~minan kesehatan Daerah yaitu pelayanan 

kesehatan komprehensif yang meliputi antara lain : 

a. Pelayanan kesehatan pada kli "k Dokter keluarga dan Puskesmas dan 

jaringannya (Rawat Jalan Tingka Pertama dan Rawat InapTingkat Pertama). 

b. Pelayanan kesehatan di Rumah akit yaitu Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan 

Rawat Inap Tingkat Lanjutan. 
i 

c. Pelayanan kesehatan di Sistem P~layanan Kedokteran keluarga daerah bertujuan 

memberikan pelayanan kesehat$1 dasar strata I (pertama) dengan memakai 

pendekatan kedokteran keluar~a kepada peserta Jaminan pemeliharaan 

keseahatan daerah dan keluarganta. 

I 

agian Ketiga 

Kewajiban Pe beri Pelayanan Kesehatan 

Pasal 23 

. ' 
(1) Pemberi Pelayanan Kesehatan dilarang menarik pembayaran dari peserta 

sepanjang pelayanan yang dibe kan sesuai dengan paket kesehatan yang telah 

disepakati, kecuali adanya perj ~ian co sharing (Iyur biaya) antara peserta 

dengan Badan Penyelenggara J inan Kesehatan Daerah. 

(2) Pemberi Pelayanan Kesehatan t dak boleh menolak peserta yang memerlukan 

pertolongan pelayanan. 

(3) Pemberi pelayanan Keseha dalam memberikan pelayanan harus 

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam sistem rujukan dan 

dilarang menghentikan perawat dalam suatu proses pelayanan karena adanya 

alasan administratif. 



(4) Pemberi Pelayanan Kesehatan hams tetap mempertahankan dan meningkatkan 

segala fasilitas yang ada dan mutu pelayanan yang diberikan serta 

melaksanakan rekam medis secara cermat. 

(5) Pemberi Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan harus 

dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis peserta dan standar pelayanan. 

Pasal 24 

( 1) Pelayanan rawat inap dilakukan pada Pemberi pelayanan Kesehatan yang 

menyediakan fasilitas rawat inap. 

(2) Pelayanan rawat inap diberikan p~da kelas perawatan sesuai dengan ketentuan 

yang telah disepakati. t 
(3) Upaya pencegahan, termasuk pe berian imunisasi, diberikan sesuai dengan 

kebutuhan. 

lfasal 25 

Pelayanan obat dan pemeriksaan di gnostik dilakukan pada Pemberi Pelayanan 

Kesehatan yang menjadi pilihannya atau Pemberi Pelayanan Kesehatan yang 

ditunjuk sesuai kebutuhan. 

(1) Setiap sarana pelayanan keseha dapat menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan 
. . 

pada satu atau lebih Badan. Penyel nggara Jaminan Kesehatan Daerah. 

(2) Pelayanan pemeriksaan dan tind an medis sebagaimana dimaksud ayat (1) 

meliputi: 

a. Pemeriksaan dan tindakan y g dilakukan tenaga kesehatan yang tersedia 

pada Pemberi Pelayanan K sehatan tersebut atau Pemberi Pelayanan 

Kesehatan 

kesehatan. 

sesuai dengan paket pemeliharaan 

b. Pemeriksaan kehamilan dan p olongan persalinan. Dan, 

c. Pemberian pelayanan kesehat pencegahan termasuk imunisasi. 



Bagian Keempat 

Sarana dan Prasarana 

Pasal 27 

(1) Sarana pelayanan kesehatan yang akan menjadi Pemberi Pelayanan Kesehatan 

harus: 

a. Memiliki akreditasi dari Dimts Kesehatan Propinsi Sumatera Barat. 

b. Mengadakan ikatan kerjas~a dengan Badan Penyelenggara Jaminan 

pemeliharaan Kesehatan Daerah. 

(2) Akreditasi sebagaimana dimakstid ayat (1) meliputi: 

a. Ketenagaan. 

b. Peralatan/fasilitas. dan , 

c. Kemampuan memberikan iayanan. 

BAB VII 

ADMINISTRASI J~INAN KESEHATAN DAERAH 

: Pasal 28 

(I) Setiap penyelenggara upa) pelayanan kesehatan perorangan/keluarga, 

kesehatan wajib menyelenggtakan administrasi lengkap dalam melakukan 

kegiatannya. 

(2) Pengaturan lebih lanjut engenai administrasi Jamman kesehatan 

perorangan/keluarga, upaya elayanan kesehatan perorangan diatur lebih 
' 

lanjut dalam Peraturan Gube 

BAB VIII 

P NGAWASAN 

Pasal 29 

Pengawasan terhadap kinerja d pengelolan keuangan badan penyelenggara 

jaminan kesehatan daerah dilakuk oleh instansi yang berwenang. 



BABIX 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 30 

(1) Setiap orang yang melanggar keterituan dalam Pasal 23 ayat ( 1) dan ayat (2) 

dapat dikenakan sanksi administrasi; 

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(l) berupa teguran dan 

peringatan; 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai s~U}k.si administrasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur dalam Peraturru~ Gubemur. 

i
ABX 

KETENTU N PERALIHAN 

P sal 31 

Badan Penyelenggara Jamkesda y~g telah ada harus menyesuaikan dengan 

ketentuan ini selambat-lambatnya 1 ! (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan 

Daerah ini. 

Ketentuan yang terdapat daJam Pera an Gubemur Sumatera Barat Nomor 40 Ta-. 
hun Tahun 2007 tentang Penyelenggar Program Pembiayaan dan Jaminan Kese­

hatan dan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda) dan Sistim Pelayanan 

Kedokteran dicabut dan dinyatakan tid berlaku lagi. 

Pasal 33 

Hal-hal yang belum diatur dalam Per turan Daerah ini sepanjang mengenai teknis 

pelaksanaan akan ditetapkan dengan eraturan Gubemur, dalam tenggang waktu 

selama 6 (enam) bulan, setelah Peratur Daerah ini diundangkan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pa a tanggal diundangkan 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya c.alam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera 

Barat. 

Diundangkan di Padang 

pada tanggal ............... . 

SEKRET ARIS DAERAH 

PROVINS! SUMA TERA BARA T 

DRS. H. Ali Asmar, MPd 

Pembina Utarna Madya 

Nip. 19580405.197903. l.004 

BERITA DAERAH 

TAHUN ......... NOMOR. .... ,... , 

Ditetapkan di Padang 

pada tanggal ........... . 

GUBERNURSUMATERABARAT 

IRWANPRAYITNO 

P OVINSI SUMATERA BARAT 


